PUTUSAN
Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Bm
CEM! KEADILAN EERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama daiam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

cerai gugat antara |

St, Hajar binti Usman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rine RT.006 RW. 003
Desa lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai
Panggugat;

melawan

Syarifudin bln Mahmud, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di semula di Desa Lere Kecamatan Parado
Kabupaten Bima, , sebagai Tergugat;

Pengaditan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Fenggugat dalam surat permohcnannya tanggal 26 Juli 2016
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26

Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut -
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I

6,

Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nixah Nomar - 183 /03 / VIli 7 2000 tanggal 19 Juni 2009);
Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lere Kecamatan
Parado Kabupaten Bima sefama 1 tahun .. Selama pemikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteni namun belum dikaruniai keturunan,

Bahwa. kurang lebih sejak Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alas an yang jeias selama ity
Tergugat tidak pemah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita
serta fidak permah menjamin nafkah lahir bathin Penggugat hingga
sekarang ;

Bahwa, berdasarkan surat Kepala Desaz Lere Kecamatan Paradg
Kabupaten Bima Nomor 145/59/V11/20186 tangga! 25 Juli 2016 yang
menyatakan bahwa Tergugat dahulu pemah berdomisili di alamat
sebagaimana tersebut di atas namun sekarang ftidak diketahui ;agi
alamatnya {ghaib);

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun
tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokch masyarakat namun tidak berhasil ;
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" Bahwa dengan keiadian tersebut rumah tangga antara Penggugat can
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah marahmah sudah
sulit dipertankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar narma hokum dan norma agama maka percaraian merupakan
alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelasaikan permasalahan
antaraq penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasanfdali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
FPengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarmya berbunyi
Dalam Petitum
A, Primer:

1. Mengabuikan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Syarifudin bin

Mahmud) Ternadap Pernggugat {St, Hajar binti Usman) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang beraku ;

B. SUBSIDAIR
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majefis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap ke muxa sidang, sedangkan Tergugat tdak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang

relaas panggilannya Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA Bm tanggal 01 Agustus 2016
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dan 01 September 2016 dibacakan di dalam sidang, temyata tidak hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
permohonannya unfuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permphonan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa uniuk menguatkan dalil-dafil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti bermupa :

A. Surat:

1. Fotokepi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor
Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomaor 145/630/2016 yang
dikeluarkan cleh Kepala Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten
8ima tertanggal 30 Mei 2016 yang telah dileges dengan meterai
secukupnya kemdian oleh Ketua Majelis memberi tanda P 1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomar - 183 7 03 7 VIl / 2009, tanggal 19
Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Monta Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan talah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketuz Majelis
diberi kode {P.2),

B. Saksi
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. Tohib bin M. Said, umur 50 tahun, agama [slam, pekenaar =wsam

tempat kediaman di RT.06 RW04, Desa Lere, Kecamatan Paraoc

Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebaca

sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat asalah ivar :, di bawa-

sumpahnya memberikan keterangan sebagar berikut -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat betum
dikaruniai anak :

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sermng
bertengkar:

Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun  hatn
Penggugat tergugat yang meninggalkan kediaman bersama tabnpa
diketaui alamatnya diselgruh wilayah Republik indonesia {ghaib}:
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebit 5
(ima} tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman barsama:
Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati

oleh saksi. dan Keluarga namun tidak berhasil ;

. Adi Ardiyansyah bin Jafar, umur 28 tahun, agama islarm, pekerjaan

Supir, ternpat kediaman di RT. 06 RW. G7 Deza lLere, Kecamatan

Parado, Kabupaten Bima, Saks! menerangkan bahwa ia mengaku

sebagai sepupu 2 kali Penggugat dan Tergugat;. di bawah sumpabnya

membenkan keterangan sebagai berikut :
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Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sepupu 2 kali dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Babwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak ;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
bertengkar;

Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah Jahir maupun  batin
Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggaikan kediaman
bersama tanpa diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah republik
indonesia {ghaib);

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat linggal lebih 5
(ima) tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh

saksi, dan keiuarga namun tigak berhasil |

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

2an putusan ini |

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

ebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
=an patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya ity
T 1ak disebabkan oleh suatu hatangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohcnan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 FPenggugat
telah mengajukan atat bukti surat P 1, P.2 serta 2 {dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikar dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup. dan cocok dengan asfinya
serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti
hahwa Penggugat adalah Warga Megara yang tercatat secara Administrasi
Penduduk yang berdomisilvbertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan
Agama Bima dan fagi pu'a perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan
sebagaimana yang dimaksud ocleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan karena ity Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini
termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud
cleh Pasal 04 Ayat (1} dan Pasal 49 Ayat (1} buruf {a) dan Pasal 73 ayat {1)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
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:ziah diubah dengan Undang-undarng Nomor 032 tahun 2008 dan perubahan
vedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah
dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
dan saksi-saksi gi persidangan maka tetah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isti sah yang tefah menikah menurut
ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
yang dimaksug oleh Pasal 2 Undang-undang Nomer 1 tahun 1874 jo Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomoer § tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
periengkaran disebabkan oleh Tergugat yang telah meninggatkan kediaman
bersama tanpa diketahui ;agi alamatnya diseluruh wilayah republic Indonesia
{ghaib) dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2010, Tergugat telah pergi
meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga tetah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga
Penggugat merasa menderita tahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya
sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbaryg, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak membenkan jawaban karena tidak hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa wuntuk mendukurng dall gugatannya tersebut

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya
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‘=27 memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan
zerceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana
antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling
cersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi
tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
maka tefah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah
tangga antara Penggugat ¢an Tergugat sebagai bertkut :

a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan tergugat telah
pergi menionggalkan kediaman betrsama tanpa diketahul lagi alamatnya
diseluruh wilayah republic Indonesia (ghaib) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan ratwnah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-
undang Nomoer 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tigak
dapat dicapai lagi cleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim
berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak
dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengaditan dalam perkara ini adalah untuk
mencari apakah kedua beiah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan
lagi atau tidak, bukan untuk mencan siapa yang benar dan siapa yang salah

atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
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dalam rumah tangga kedua belah pihax sebab kalaupun hal terseput diternukan
di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi,
maka Pengadilan dapat menyimpultkan bahwa kondisi rumah tangga keduanys
benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;
Menimbang, bahwa ikatan pemikzhan tidak hanya terbatas pada
hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin
atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalowhati sanubari
sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT Q8. Ar Rum Ayat 21
yang artinya . “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciplakan
vatukmis  isli-isti dan  jenismu  sendin, Supaya kamu
cenderung dan merasa lantram kepadanya, dan dijadian-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demvkian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir’
Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suat) upaya untuk
mewcjudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih
jauh lagi Ai-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami
15t harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa
antara suami istn sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya
perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;
Menimbang, bahwa sebagai bukti rumanh tangga kedua belah pihak
sudah tidak ada lagi ikatan bathinfikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah

tempat tinggat sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang ;
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Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga,
tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak
membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan
Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathinfikatan
I'wa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, babwa diinjau dar segi penyeiesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat urtuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatif/fmudharat yang lebin besar.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Uncang-undang Nomor 1 tabun
1974 menyebutkan bahwa “unfuk melekukan perceraian harus ada cukup
@fasan bahwa antara suami isln ity tidak akan hidup rukun sebagai suami isin”
jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor ¢ tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (k) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untui
membentuk rumab tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki
Undang-Undang Perkawinan maupurr Kompilasi Hukum islam, namun kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebatiknya telan lan dan prinsip-
prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapal bahwa
perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang

berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lag
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bagi kedua belah pihak, hal iain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik)

yang termuat daiam Kitab Figh As Sunnah Juz Il halaman 290 yang berbunyi,

artinya "Maka apabila qugatan isteri telah pasti dan penderitaan istori
menyebabkan ia lidak mampu memikuinya dan Hakim tidak dapat
mendamaikan suami isterl maka Hakim diparkenankan manjatuhkan
Thalak bain Suami terhadap Isten’”

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan
satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim periu
mengetengahkan pendapat tilama Istam yang termual dalam Figh Islam
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai
berikut -

J A G T4 N 1 1 A e B e g O
Artinya . Seorang istri mempunyai hak untuk menggugal kepada Pengadilan
agar menceraikan terhadap suaminya fika ia berpendapat suami telah berbusal
meamudharotkan dirinya,

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat
Ulama islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alin pendapat
tersebut menjadi pendapat sendiri datam memutuskan perkara tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalit yang disampaikan oleh
Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan cleh Penggugat tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk
berceral dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan

Pasal 3% ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 {b)
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Peraturan Pemerintah Nomor & Tahurn 1875 Jo Pasal 116 huruf (b) Kornpilasi
hukurm Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkar;

Menimbang, bahbwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal Bg ayat (1) Undang-undang Nemor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2008, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGAEDILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk
menghadap sidang, tidak hadir:

2. Mengabuikangugatan Penggugat secara verstek:

3. Menjatuhkan talak saty Ba'in Sughro Tergugat (Syarifudin hin Mahmud)
Terhadap Penggugat {St, Hajar binti tlsman);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama BRima untuk
menginmkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta
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Kabupaten Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado. Kabupaten
Bima untuk dicatat perceraian tersebut datam daftar yang disediakan untuk
itu;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumiah Rp.481.000 .- { empat ratus detapan puluh satu ribu nipiah},

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsurgkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 28 Syafar 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, 5.Ag sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Muhammad Isha
Wahyudi, S.H.I.LM.S.1. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana
pada har itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didamping: oleh Hakim Anggota dan dibantu cteh Dra,
Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri cleh Penggugat tanpa

hadimya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

TR A
P

o

,){1'{; f_'i'd/{ .

i

HIRLE-JP & H

Drs. M. Agus Sofwan Had Muryad:, S.Ag

Hakim Anggota,

L

M. Isna Wahyud!, S.H.I. M.S.
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Panitera Pengganti,

r?,

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Fendaftaran
2. Proses

3. Panggilan
4. Redaksi

5 Meterai

Rp. a0.03Q -
Rp. 50.000-
Rp. 390.000,-
Rp. 5.000-

Rp. £.000 -

Jumiah

Disclaimer

Rp. 481.000,-
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